
 
BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
 PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR  07  TAHUN  2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PANGANDARAN NOMOR 11 TAHUN 2015  TENTANG TATA CARA  
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN 

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PANGANDARAN, 
 
Menimbang : a. bahwa Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015  tentang Tata 
CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa. 

  b. bahwa  sehubungan  dengan  adanya  perubahan Pasal 
dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Huruf 
a, diperlukan adanya penyempurnaan dan penambahan 
yang disesuaikan dengan kebutuhan; 

  c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang  
Perubahan atas Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 
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  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat; 

  4. Undang-Undang   Nomor  6 Tahun  2014  tentang Desa; 
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa; 

  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa; 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pangandaran; 

  13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015  tentang Tata 
CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa; 

  14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Kabupaten Pangandaran. 
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MEMUTUSKAN  : 
 
Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 8 

TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, 
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN 
KEPALA DESA 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 tentang  Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 
Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan 
Pemberhentian Kepala Desa, diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 4 

 

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Panitia  Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. Pengarah; 
b. Penanggungjawab; 
c. Koordinator; 
d. Ketua; 
e. Sekretaris; 
f. Anggota 

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, membidangi : 
a. administrasi; 
b. penganggaran dan perlengkapan; 
c. data dan publikasi; 
d. bimbingan teknis dan penyelesaian permasalahan; 
e. monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

(4) Dalam Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk kelompok kerja pengawas 
yang terdiri dari antara lain : 
a. Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD; 
b. Inspektorat; dan 
c. Camat. 

(5) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat mengikutsertakan instansi vertikal. 
(6) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan pada Dinas Sosial 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran. 
 
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 10 

 

(1) Pembentukan dan rincian tugas KPPS ditetapkan dengan Keputusan 
Panitia Pemilihan. 
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(2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai jumlah Dusun. 
(3) Susunan Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari : 
a. Ketua, merangkap anggota; 
b. Sekretaris, merangkap anggota; dan 
c. Anggota. 

(4) Masing-masing KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 2 
(dua) orang Satuan Perlindungan Masyarakat. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 

 
  Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 27 Januari 2017 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

Ttd/cap 
 

 
H. JEJE WIRADINATA 

Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 27 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGANDARAN 
 

Ttd/cap 
 

MAHMUD 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2017 NOMOR 07 
  
 
 

 


